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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan 
Pasal 23 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nornor 11 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Adrninistratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka 
perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan 
Kernampuan Keuangan Daerah, Penetapan Tunjangan 
Kornunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Penetapan 
Dana Operasional Bagi Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 
19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nornor 9); 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 236); 

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209); 

15. P~raturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
S1stem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN 
KEUANGAN DAERAH, PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA 
PENETAPAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi. 

LJ 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. 

3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sebagai unsur 
penyelengaraan Pemerintahan Daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota 
DPRD Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan 

7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk 
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi 
Pimpinan DPRD. 

8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan 
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 

9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 

10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap 
bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD 
sehari-hari. 
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BAB II 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2019 
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang yaitu 
sebesar Rp. 523,694,986,520.14 (lima ratus dua puluh tiga milyard enam ratus 
sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima 
ratus dua puluh rupiah em.pat belas sen). 

Pasal 3 

(1) Penetapan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah 
dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja 
gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil 
Negara. 

Pasal 4 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan 
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

BAB III 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN 

TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 5 

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan 
setiap bulan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD. 

Pasal 6 

Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap 
melaksanakan reses sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD. 

BAB IV 
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD 

Pasal 7 

Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan dengan nnc1an 
sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; 
b. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar 2,5 (dua koma lima) kali 

jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD. 



- 5 -

BABV 
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAW ABAN 

Pasal 8 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pirnpinan DPRD 
dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pirnpinan DPRD dianggarkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 9 

Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota 
DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD berpedoman kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

Ditetapkan di Ngawi _ 
pada tanggal iP- Jmwan df}Jl..O 

BUPATINGAWI, 

ttd 

BUDI SULISTYONO 

Diundangkan di Ngawi _ 
pada tanggal i J zi rw zm M!J..fJ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN N'GAWI, 

ttd 

MOKH. SOD IQ TRIWIDIY ANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 01 



No. 

1 

1. 

2 

3. 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI NGAW[ 
NOMOR / TAHUN 2020 
TENTANG 
PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, 
PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASl INTENSIF 
DAN TUNJANGAN RESES BAGl PlMPlNAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
SERTA PENETAPAN DANA OPERASlONAL BAGI 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

RINCIAN PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
BERDASARKAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

Uraian 

2 

Pendapatan Umum Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Bagi Hasil 

1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil 
Bukan Pajak Dana Perimbangan 

2) Bagi Basil Pajak dari Propinsi 
dan Pemda lain 

c. Dana Alokasi Um urn 

Jumlah Pendapatan Umum daerah 

Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara 

a. Gaji Pokok 
b. Tunjangan Keluarga 
C. Tunjangan Jabatan 
d. Tunjangan Fungsional 
e. Tunjangan Fungsional Umum 
f. Tunjangan Beras 
g. Tunjangan PPB opasal 21 
h. Tunjangan Khusus Satpol PP 
i. Pernbulatan Gaji 
j. Tunjangan Profesi 
k. Tunjangan Khusus Guru 
1. Tunjangan Penghasilan/ Guru 
m. Tarn bahan Penghasilan PNS 
Jumlah Belanja Pegawai ASN 

Sisa 

Besar (Rp.) Jumlah (Rp.) 

3 4 

223,871,715,022.26 

43,887,367,121.00 

1,039,619,057,000.00 

1,375,426,117,688.26 

495,850,351,842.00 
44,682,835,014.00 

9,547,591,103.00 
32,850,476,000.00 

8,647,525,000.00 
23,923,227,028.00 

1,896,700,670.00 
807,850,000.00 

6,759,166.00 
195,421,762,200.00 

1,054,357,500.00 
1,410,561,693.00 

35,631,133,952.12 
851,731,131,168.12 

523,694,986,520.14 

BUPATI NGAWI, 

ttd 

BUDI SULISTYONO 


